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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN,
DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan
pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau
tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di
muka umum yang sudah ada belum memberikan
batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan
multi  tafsir bagi para penyelenggara kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum dan petugas
yang melaksanakan pengamanan di lapangan;
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Mengingat

Menetapkan :

d. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap
kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang
mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga
negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan
yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan
hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan,
Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara
Penyampaian Pendapat di Muka Umum;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan dan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran
dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain
termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya
secara demonstratif di muka umum.

Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP
adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Kepolisian
yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang
rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pawai adalah arak-arakan di jalan umum dengan tujuan tertentu.

Rapat umum adalah pertemuan terbuka secara umum yang
dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka
umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema
tertentu.

Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau
terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang
bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan
kekacauan, nmembahayakan keamanan umum, mengancam
keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau
hak milik orang lain.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

a.

sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan
kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di
muka umum;
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terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka
umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan

terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang
melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di
muka umum.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

a.

legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian
pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

perlindungan HAM, vyaitu pengamanan kegiatan penyampaian
pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi
HAM;

kepastian hukum, vyaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran
dan ketertiban kegiatan serta terwujudkanya kepastian hukum;

keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak
membeda-bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu
pihak;

kepentingan umum, pelayanan diberikan dengan mengutamakan
kepentingan umum;

keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di
muka umum dilakukan  melalui kerja sama, koordinasi, dan
sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;

akuntabilitas, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan
pengamanan dapat dipertanggungjawabkan;

transparan, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan
pengamanan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan
dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;

proporsional, yaitu pelayanan pengamanan penyampaian pendapat
di muka umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan
antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan;

keseimbangan, vyaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan
memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan
terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun
petugas;

musyawarah dan mufakat, yaitu penerbitan pemberitahuan
dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-
pihak yang terkait.
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BAB Il
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 4

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi:

a.

® Qo o

unjuk rasa atau demonstrasi;

pawai;

rapat umum,;

mimbar bebas;

penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan
isyarat;

penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster,
brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan

kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di
muka umum.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak
untuk:

a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat
dengan lisan atau tulisan;

b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh
perlindungan hukum;

C. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media
cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan bangsa;

d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau
usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik
dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara
bertanggung jawab.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum
berkewajiban untuk:

a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,;
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